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SURAT PERJANIJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak™) dibuat dan
ditandatangani di Banjarmasin pada hari Senin tanggal Sebelas Bulan Februari tahun Dua Ribu
Sembilan Belas antara Hendri Gunawan, S.Sos, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang
bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Balangan, yang
berkedudukan di JI. A. Yani KM. 1 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Telp. (0526)

2089813, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran No. 188.45/252/KUM/2019 (selanjutnya
disebut “Pikak I'’) dan Prof Dr.Ir.H.M. Arief Soendjoto, M.Sc, selaku Ketua Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat

berkedudukan di Alamat JI. Brigien H.Hasan Basry Kayu Tangi Kampus Unlam
Banjarmasin, (“Pihak II”).

MENGINGAT BAHWA:

(a) Pihak I telah meminta Pihak II untuk melaksanakan kegiatan Kajian Pengaruh
Penyelenggaraan Diklat Terhadap Efesiensi dan Efektivitas Anggaran di Kabupaten

Balangan sebagaimana diterangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlampir
dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Swakelola™);




I, memiliki keahlian profesional, personil, dan

(b) Pihak II sebagaimana dinyatakan kepada Pihak . .
k melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai

sumber daya teknis, serta telah menyetujui untux n
dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ni;
(c) Pihak I dan Pihak IT menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini,
dan mengikat pithak yang diwakili;

(d) Pihak I dan Pihak II mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pthak: s

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat,

2) menandatangani Kontrak i setelah meneliti secara patut,

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; .
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan

semua ketentuan dalam Kontrak in1 beserta semuad fakta dan dan kondist yang terkait.

sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Pelaksanaan “Kajian Pengarulf
Penyelenggaraan Diklat Terhadap Efesiensi dan Efektivitas Anggaran di
Kabupaten Balangan”.

2. “Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 122.665.000,- (seratus dua puluh dua juta enam
ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian 1ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

4. dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dar Kontrak 1n1 :
a. Perjanjan,

b, Kerangka Acuan Kerja (KAK)

c. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

d. Jadwal Pelaksanaan

e. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP (apabila ada).

s Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan
antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada

angka 3 di atas,

6. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK I dan Pihak II dinyatakan dalam Kontrak yang

meliput: khususnya:

.. PIHAK I mempunyai hak dan kewajiban untuk :
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak II;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Pihak II;
3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada Pthak II;

b. Pihak Il mempunyai hak dan kewajiban untuk :
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak; - g
2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK I,
3) melaksmakm dan menyelesaikan pekerjaan sesua dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;




4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan
ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci
dalam Kontrak; |

5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan PIHAK I, |

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen

Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam Dokumen Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK I dan Pihak II telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini

pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PIHAK 1

HENDRI GUNAWAN, S.Sos
NIP. 19630512 198602 1 009

Dr.1PHMARIEF SOENDJOTO,M.Sc
“NIP: 19600623 198801 1 001
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BABI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Semakin maraknya penyelenggaraan pelatihan yang ada di daerah baik Diklat
Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis dan
Fungsional, semakin menuntut suatu penyelenggara pelatihan yang handal dan
profesional. Upaya untuk mencetak peqyeienggaraan seperti yang diinginkan
tentunya dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang panjang dan pengalaman di
lapangan ketika berkecimpung dalam bidang pelatihan, karena tentunya terus-
menerus menuntut suatu perbaikan.

Salah satu upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, yakni
melalui pelatihan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii dan Peraturan Lembaga Adminstrasi
Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Penyelenggara peiatihan harus mampu meningkatkan kinerja organisasi,
penyelenggara pelatihan akan berdampak pada peningkatan pengetahuan dan
keterampilan pegawai/karyawan sehingga dapat merubah sikap dan perilaku sumber
daya aparatur ke arah yang lebih baik, jebih profesional, lebih bertanggung jawab,
lebih demokratis, lebih transparan, bebas KKN, serta memiliki intregitas pribadi tinggi.
Secara teoritis kompetensi pegawai dapat dilihat dari knowledge, skills, dan attitude.
Proporsi knowledge dan attitude lebih diperoleh seorang pegawai melalui Pelatihan
Kepemimpinan, sedangkan proporsi skills lebih besar diperoleh seorang pegawai
melalui Pelatihan Fungsional dan Teknis, karena itu seorang pegawai untuk menjadi
bagian dari proses manajemen harus memiliki tiga kompetensi, yaitu kompetensi

teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
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Pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang
mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai dalam memenubhi harapan
kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun
ekstemal. Pelatihan tetap dipandang sebagal instrumen pengembangan kompetensi
pegawai yang strategis. Penyelenggaraan pelatihan yang efektif berpotensi sangat
besar untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mereka mampu memberikan
kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dalam penyelenggaran
kegiatan pelatihan diperlukan biaya dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu,
hasil dan manfaat pelatihan harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Penyelenggaraan pelatihan yaitu: (1). peiatihan pola penyertaan adalah
pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah
terakreditasi yang biaya pelaksanaan pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim,
(2). pelatihan pola fasilitasi yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Badan Pemerintah
Kabupaten/Kota sedangkan instansi lain dan atau instansi vertikal sebagai fasilitator
dan (3). pelatihan pola swakelola adalah pelatihan yang dilaksanakan Badan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan,
pekerjaan, pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya oleh pemerintah
kabupaten/kota.

Selama ini Kabupaten Balangan pelaksanaan atau penyelenggaran pelatihan,
khususnya pelatihan struktural kepemimpinan, karena belum memiliki fasilitas sarana
dan prasaran beserta kelengkapannya, tidak dapat melaksanakan pelatihan dengan
pola fasilitasi dan pola swakelola. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan dengan
pola penyertaan ke berbagai lembaga pelatihan terakreditasi, salah satunya ke
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Kalimantan Selatan, di mana jumlah yang diusulkan sangat tergantung dengan kuota
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beberapa tahun ini kuotanya terbatas, ini berpengaruh pada masih banyaknya
pejabat struktural yang belum mengikuti pelatihan khususnya Pelatihan
Kepemimpinan. Upaya mempercepat pencapaian target dilaksanakan pengiriman
peserta pelatihan keluar provinsi dengan konsekuensi biaya perjalanan dinas atau
anggaran yang diperlukan menjadi bertambah besar. Hal ini juga berlaku bagi
pelatihan teknis dan fungsional.

Eselon IV di Kabupaten Balangan berjumlah 375 orang, dan saat peneitian ini
dilakukan, yang sudah mengikuti Diklatpim 1V baru berjumlah 124 orang. Dengan
demikian masih 251 orang lagi yang belum mengikuti Diklatpim. Apabila Diklatpim
dilaksanakan dengan pola penyertaan, dimana kouta untuk Kabupaten Balangan
berjumlah 20 orang, maka waktu yang diperiukan agar semua eselon IV mengikuti
Diklatpim iV adalah Iebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, diperlukan kajian Diklatpim
dengan pola lain, khususnya pola fasilitasi yang sudah dilaksanakan oleh kabupaten

Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2. Batasan Masalah

Kajian Pengaruh Penyelenggaraan Diklat terhadap Efektivitas dan Efisiensi
Anggaran di Kabupaten Balangan dibatasi pada kegiatan pelatihan Kepemimpinan
(LATPIM) 1V, sebagai berikut:

1) Analisis kebutuhan Pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) IV di
Kabupaten Balangan?

2) Anaiisis Efisiensi dan Efektivitas anggaran dengan pola fasilitasi dan penyertaan
kegiatan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) IV di Kabupaten Balangan?

3) Analisis Pengaruh penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) IV

terhadap efisiensi dan efektivitas pembiayaan di Kabupaten Balangan?
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1.3. Rumusan Masaiah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian, maka Kajian

Pengaruh Penyelenggaraan Diklat terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran di

Kabupaten Balangan, disusun atas 3 (tiga) rumusan masalah, sebagai berikut:

1) Bagaimana kebutuhan Pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) IV di
Kabupaten Balangan?

2) Bagaimana Efisiensi dan Efektivitas anggaran dengan pola fasilitasi dan
penyertaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) IV di Kabupaten
Balangan?

3) Bagaimana Pengaruh penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) IV

terhadap efisiensi dan efektivitas pembiayaan di Kabupaten Balangan?

1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian Kajian Pengaruh Penyelenggaraan Pelatihan terhadap

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran di Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi kebutuhan Pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) [V
di Kabupaten Balangan?

2) Mengkaji Efektivitas dan Efisiensi anggaran dengan pola fasilitasi dan
penyertaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) IV di Kabupaten
Balangan?

3) Menganalisis Pengaruh penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM) [V

terhadap efisiensi dan efektivitas pembiayaan di Kabupaten Balangan?

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penyusunan penelitian Kajian Pengaruh Penyelenggaraan
Pelatihan terhadap Efisiensi dan Efektivitas Anggaran di Kabupaten Balangan,

sebagai berikut:
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1. Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagai bahan untuk dapat dijadikan masukan
dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan terhadap efektivitas
dan efisiensi anggaran di Kabupaten Balangan.

2. Pegawai, sebagai informasi tentang peran dan dampak penyelenggaraan
Pelatihan terhadap peningkatan dan efektivitas kinerja organisasi pegawai.

3. Masyarakat Kabupaten Balangan, diharapkan sebagai upaya memaksimalkan
mutu tenaga pemerintah daerah dalam memberikan layanan prima kepada

masyarakat.
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BABIIi
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai

Negeri Sipil

Kepemimpinan merupakan fenomena yang kompleks dan sangat susah
untuk diungkapkan bagaimana bentuk konkritnya. Kepemimpinan lebih cenderung
pada proses dar kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan
membuat orang lain bersedia mengikuti perintah dalam mencapai sebuah tujuan
dar lembaga atau lembaga tertentu (Nawawi, 1987). Menurut Danim (2010),
“Kepemimpinan adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arahan kepada individu atau
kelompok lain yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendapat senada dari Jaelani (1982)
dalam bukunya menyatakan bahwa, “Kepemimpinan adalah suatu proses
memimpin dimana seorang pemimpin memberikan perintah, pengarahandan
bimbingan daiam mempengaruhi pekerjaan orang lain untuk memilih dan mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian di atas, menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah
suatu kemampuan dari seorang individu dalam proses memimpin individu atau
kelompok yang di dalamnya terdapat pemberian perintah, arahan, ataupun
bimbingan untuk melakukan sebuah pekerjaan sebagai upaya dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat utama,
setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dan mampu mengelola

sumberdaya yang dimiiiki. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan
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berkarakter menjadi penting peranannya agar perusahaan dapat bertahan bahkan
unggul dalam persaingan tersebut.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan instansi baik
kualitas maupun kuantitas dalam arti mempunyai kemampuan, pengetahuan dan
keterampilan serta yang berkarakter, maka diperlukan suatu metode pengembangan
sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge),
kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) pegawainya sesuai dengan tuntutan
pekerjaan yang dilakukan.

Kegiatan pengembangan ini diharapkan pegawai dapat memperbaiki dan
mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat lebih baik
sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu cara atau metode yang sering
digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan
dan atau pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan metode untuk
meningkatkan kemampuan seseorang dan untuk menjembatani adanya gap atau
perbedaan antara kemampuan dan keterampilan yang sekarang dimiliki dengan
kemampuan dan keterampilan standar yang ditetapkan.

Pengembangan sqmber daya manusia menurut Malayu, (2003) adalah suatu
usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral
pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan atau
pelatihan. Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipii, Pasal 210 bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS
dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yakni: 1). pendidikan dan/atau 2). pelatihan.
Selanjutnya Pasal 207 menjelaskan bahwa kebutuhan Rencana Pengembangan

Kompetensi ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kebutuhan

dan rencana pengembangan kompetensi meliputi:
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1) jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
2) target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
3) jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
4) penyelenggara pengembangan kompetensi;
5) jadwal atau waktu pelaksanaan;
6) kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi
pembina kompetensi; dan
7) anggaran yang dibutuhkan
Pengembangan kompetensi dalam bentuk “pendidikan” pada Peraturan
Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal
211 dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui
pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan
pengembangan Karier.
Notoatmodjo (2009) menjelaskan bahwa terdapat 6 indikator yang .
membedakan antara pendidikan dan pelatihan, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan

=7 Indikator. -] Pendidikan - ©.{* Pelatihan’' * .
1) Pengembangan Kemampuan Menyeluruh Mengkhususkan
(overall) (specific)
2) Area Kemampuan Kognitif, afektif, Psychomqtor dan
(Penekanan) psychomotor Keterampilan
3) Jangka waktu pelaksanaan Panjang Pendek (Short Term)
(Longterm)
4) Materi yang diberikan Lebih Umum Lebih Kht{sus
5) Penekanan penggunaan Konventional Inconver}tlona|
metode belajar mengajar {Intemct:ve)
6) Penghargaan Akhir Proses Gelar (Degree) Sertifikat (Non Degree)

Sumber: Notoatmodjo, 2009

Oemar Hamalik (2007) dalam bukunya Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan

mengemukakan pandangannya

atu proses

n sengaja
Hal | 8

“Secara operasional dapat dirumuskan; bahwa pglatihan adalah su
yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan denga



dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh
tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk
men!ngkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna
menl_ngkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Secara
spesifik, proses latihan itu merupakan serangkaian tindakan (upaya) yang
dllak§anakan secara berkesinambungan, bertahap dan terpadu. Tiap proses
pelatihan harus terarah untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan upaya
pencapaian tujuan organisasi.”

Pelatihan kepemimpinan di lingkungan pemerintah didasarkan pada lingkup

kewenangan jabatan struktural atau lazim disebut eselon sebagai hierarki jabatan

struktural di lingkungan pemerintah.

Tabe

~No 3

12. Jenjang Jabatan Struktural Kab/Kota
e dabatan g e R B

| Eselon - |

1

Sekfetaris Daerah

1A

2

Asisten,

Sekretaris DPRD,

Staf Ahli Bupati/walikota
Kepala Dinas,

Kepala Badan,

Inspektur,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A

B

Kepala kantor,

Camat,

Kepala Bagian,

Sekretaris Pada Dinas, Badan dan Inspektorat,

Inspektur Pembantu,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C,

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B,

Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A d& Kelas B,
Wakil Direktur Rumah Khusus Daerah Kelas A

A

Kepala Bidang Pada Dinas dan Badan,
Kepala Bagian dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Daerah,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, dan
Sekretaris Camat

B

Lurah,
Képala Séksi,
Kepala Subbagian,

Kepala Subbidang, dan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan

VA

Sekretaris Kelurahan,

Kepala Seksi Pada Kelurahan,

Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis,
Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan
Kepala Subbagian Pada Sekretariat Kecamatan

VB

Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan
Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah
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Pelatihan kepemimpinan dimaksudkan untuk mencapai persyaratan
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan
struktural, berikut akan dijelaskan masing-masing latihan kepemimpinan (diklatpim).
1. Diklatpim Tk. |

Tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat | adalah mengembangkan
kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon | yang akan
berperan dalam melaksanakan tugas dan funési kepemerintahan di instansinya
masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat | adalah
kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi
instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan
program tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kemampuan menunjung tinggi etika
publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam
memimpin unit instansinya,

2. menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi;

3. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola
program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program:

4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-
program instansi yang lebih efektif dan efisien;

5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal

organisasi dalam implementasi program unit instansinya.

Persyaratan umum

i. Usia 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP)

2. Pangkat/Golongan minimal Pembina Tk. I/IV-b atau yang setara
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3. Bagi yang masih menduduki jabatan Eselon II: Sudah mengikuti dan Lulus
Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. |
4. Biaya Diklat: Dibiayai DIPA LAN
5. Diusulkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu:
- Instansi Pusat : Sekjen/Sesmen/Sestama/Setwapres/As. SDM POLRI,
Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan

- Provinsi/Kabupaten/Kota: Gubemur

2. Diklatpim Tk. Il

Tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat Il adalah meningkatkan kompetensi
kepemimpinan strategis yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan
instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut,
yang diindikasikan dengan kemampuan:

1) mengembangkan  karakter  dansikap  perilaku integritas, berwawasan
kebangsaan, menjunjung tinggi standar etika publik sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan,kemampuan untuk taat pada nilai-nilai, norma,
moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya;

2) merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi
organisasinya;

3) melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola
tugas-tugasorganisasi kearah efektifitasdan efisiensi penerapan strategi
kebijakan unit instansinya;

4) melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan strategi
kebijakanyeng lebih efektif dan efisien;

5) mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal

organisasi dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya.
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Struktur kurikuium Diklatpim Tingkat i terdiri atas iima tahap pembelajaran
yaitu: 1)Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi; 2) Tahap Taking

Ownership; 3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim; 4) Tahap
Laboratorium Kepemimpinan: dan 5) Tahap Evaluasi,

Syarat Umum:
1. Usia 5 tahun sebelum BUP
2. Pangkat/Golongan minimai Pembina/lVa
Bagi yang masih menduduki Jabatan Eselon |1l : Sudah mengikuti dan Lulus

Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. II.
4. Biaya Dikilat : Rp 30.261.000,0¢
5. Diusulkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu:

Instansi Pusat : SekjenlSesmen/Sestama/Seswapres/As. SDM
POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

- Provinsi : Gubemnur/Sekda Provinsi

~ Kabupaten :Bupati/Sekda Kabupaten

- Kota : Walikota/Sekda Kota
3. Peserta Diklatpim Tk. Il

Tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat Il adalah mengembangkan
kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon || yang akan
berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya
masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat 1ll adalah
kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi
instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan
program tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas  sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan kemampuan menunjung tinggi etika
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publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam
memimpin unit instansinya:
menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi;
. melakukan kolaborasi secara internai dan ekstemnal dalam mengelola program-
program instansi ke arah efektivitas dan efisiens pelaksanaan program:;
melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-
program instansi yang lebih efektif dan efisien;
5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan ekstemnal organisasi
dalam implementasi program unit instansinya.
Syarat Umum:
1. Usia 5 tahun sebelum BUP
2. Pangkat/Golongan minimal Penata/lll-c
3. Bagi yang masih menduduki Jabatan Eseion iV : Sudah mengikuti dan Lulus

Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. IIl.

4. Biaya Diklat : Rp 22.125.000,00 (ditanggung oleh instansi masing-masing)

o

Diusulkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :

- Instansi Pusat : Sekjen/Sesmen/Sestama/Seswapres/As. SOM
POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

— Provinsi : GubernuriSekda Provinsi

- Kabupaten :Bupati/Sekda Kabupaten

— Kota : Walikota/Sekda Kota

4. Peserta Diklatpim Tk. IV

Tujuan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV adalah membentuk kompetensi
kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan
melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.

Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi
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kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan
instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut,

yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik,
taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin
unit instansinya;

2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi:

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-
tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi;

4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan
kegiatan yang lebih efektif dan efisien;

5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi
dalam implementasi kegiatan unit instansinya.

Syarat Umum:

1. Usia 5 tahun sebelum BUP
2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda/lll-a
3. Bagi yang belum menduduki Jabatan eselon |V atau pejabat fungsional :
Sudah mengikuti dan Luius Seleksi Calon peserta Dikiatpim Tk. iV.
4. Biaya Diklat : Rp 20.230.000,00 (ditanggung oleh instansi masing-masing)
5. Diusulkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu:
- Instansi Pusat : Sekjen/Sesmen/Sestama/Seswapres/As. SDM
POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- Provinsi ; gubernur/Sekda Provinsi
- Kabupaten :Bupati/Sekda Kabupaten

- Kota : Walikota/Sekda Kota
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Kompetensi diklat kepemimpinan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat
diringkas pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. Kompetensi Diklat Kepemimpinan dan Area Perubahannya

Diklatpim Kompetensi Area Perubahan
PKN Tk. I Kepemimpinan Kolaboratif | Lintas instansi/antar sektor
Diklat PIM Tk. Il Kepemimpinan Strategik | Strategi Kebijakan
Diklat PIM Tk. IlI Kepemimpinan Taktikal Program
Diklat PIM Tk. IV Kepemimpinan Kegiatan
Operasional

Sumber: httgs:/lsigka.Ian.qo.id/faq'?tvpe=diklat-pim

Gambar 1. Kompetensi Diklat Kepemimpinan yang akan Dibangun
(Sumber: Abdullah, 2018)

Tabel 3 dan Gambar 3 di atas menjeiaskan bahwa pada masing-masing

diklatpim 1, II, (Il dan IV menunjukkan kompetensi utama yang harus di capai pada

masing-masing jenjang diklatpim. Berikut akan dijelaskan 4 kepemimpinan dari 4

jenis diklatpim.
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2.1.1. Kepemimpinan Koiaboratif

Kolaborasi diambil dari kata co dan /abor, yang diartikan sebagai
penggabungan tenaga untuk mencapai tujuan bersama, kata kolaborasi seringkali
digunakan untuk pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan
(O'Leary, 2010). Kolaborasi merujuk pada proses pengambilan keputusan bersama
(Stoker, 2004) sehingga kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antar organisasi
untuk mendapatkan keuntungan bersama (Kim, 2010).

Tata kelola Pemerintahan-Governance yang menggunakan prinsip kolaborasi-
Collaborative governance pada akhir-akhir ini muncul sebagai konsep alternatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ketika permasalahan yang dihadapi
oleh pemerintah daerah semakin kompleks O’'Leary, 2008), sementara birokrasi
sebagai aktor tunggal pelaksana semakin terseok dan terbelenggu dengan segala
keterbatasan dan patologi yang menghinggapinya. Kolaborasi dalam governance
diartikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan terhadap pengaturan peran muiti
organisasi terhadap masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh organisasi tunggal.

O'Leary (2010) menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 (enam) alasan utama
mengapa collaborative governance dikatakan sebagai pilihan terbaik dalam
penyelenggaraan pemerintah:

1) Tantangan masalah publik makin kompleks dan sulit ditangani secara monopoli
oleh satu organisasi pemerintah, membutuhkan multi pendekatan

2) Beberapa organisasi pemerintah telah melakukan mekanisme outsourcing untuk
meningkatkan kapasitas organisasinya, mekanisme ini tentunya membutuhkan
tambahan anggaran yang membebani anggaran pemerintah. Mekanisme
outsourcing pada dasarnya menggunakan prinsip kolaborasi antara organisasi

pemerintah dan organisasi non-pemerintah atas dasar kontrak kerja.
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3) Terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan antar pemerintah pada tingkat
yang berbeda, anatara pemerintah pusat-daerah yang memungkinkan
terciptanya mekanisme kerja atas dasar prinsip kerjasama/cooperation,
kolaborasi dan pertukaran informasi

4) Meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dapat
mendorong pegawai pemerintah untuk melakukan identifikasi cara-cara baru
untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat

5) Perkembangan teknologi yang mempermudah pertukaran informasi untuk
pengambilan keputusan yang integratif melalui prinsip interoperabilitas

6) Masyarakat mencari arena baru untuk mengambil dan berperan atau masuk
dalam tata kelola pemerintahan/governance, yang memungkinkan terciptanya

kolaborasi dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan

OPPORTUNITY
« GOVERRANCE CONGEPT
= CONNECTEDNESS

- INTERDEPENDENCY

« IT DEVELOPMENT

= PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP

- VOLUNTEERISM

- INTEROPERABILITY

BUsTING
- LOCAL GOVT. AUTHORITY
= PATHOLOGIES BUREALICRACY
- LACK OF CAPAQITY
« DIFFERENT POLITICAL-SOQAL-

EPECTATION
- EFFECTIVE LG POLICY

- DEMOCRATIC

- CIMZEN EMPOWERMENT
« TRANSPARENCY

- ACCOUNTAZITY

= RESPONSIVENESS

+ BETTER PUSLIC SERVICES

ECONOMICHISTONICAL
~ UNCERTAINTY
- COMPLEXTY ISSUES
- DIFFERENT INTEREST

« ACLEAR VISION
- INNOVATION, CREATIVITY,
FLEXINUTY

- CREATIE CONDUCIVE

- ENHANCING TRANSPARENCY

= VERTICAL-HORIZONTAL
COLLABORATION

= LG EMPLOYEE AWARENESS

» NGO-LOCAL MASS MEDIA

« PERFORMANCE

Gambar 2. Kerangka Pikir Kepemimpinan Kolaboratif
(Wargadinata, 2017)

2.1.2. Kepemimpinan Strategik

Kepemimpinan strategik (strategic leadership) terdiri dari rangkaian definisi 2

(dua) kata yaitu kepemimpinan dan strategi. Hadari Nawawi dalam buku Administrasi
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Pendidikan mengatakan bahwa ‘Kepemimpinan adalah proses mengarahkan,
membimbing, mempengaruhi, menguasai pikiran, perasaan atau tindakan dan
tingkah laku seseorang. Yukl (2010) dalam temuan empirisnya mengemukakan
beberapa karakteristik perilaku pemimpin strategis yakni: 1). berani mengambil
tindakan tegas terutama disaat menghadapi krisis, 2) memiliki kompetensi melakukan
perubahan yang tahan lama, 3) tahu apa yang dilakukan dan mampu
mengendalikan  peristiwa/situasi, 4) menghargai kinerja yang baik namun tidak
menyalahkan kondisi eksternal karena kinerja yang buruk.

Karakteristik lain dari kepemimpinan strategis disebutkan dalam tulisan
Whitepaper, 2004 (dalam Winerungan dan Suharti, 2014), adalah: 1). foyalty
(kemampuan dan efekiifitas menunjukkan kesetiaan pada visi, kata-kata dan
tindakan), 2). keeping them updated (menjaga pembaharuan informasi tentang
organisasi), 3). judicious use of power (bjaksana menggunakan kekuasaan dalam
mengembangkan persetujuan bagi ide-ide ketimbang memaksakan ide-ide
tersebut) 4). have wide perspective/outlook (memiliki wawasan, ketrampilan dan
pengetahuan yang luas), 5). motivation (memiliki semangat untuk bekerja melampaui
uang dan kekuasaan), 6). compassion (memahami persepsi dan perasaan bawahan,
keputusan diambil setelah mempertimbangkan bawahan), 7). self-control (memiliki
potensi untuk mengendalikan suasana hati dan keinginan yang mengganggu; berpikir
sebelum bertindak) 8). social skills (ramah dan punya sifat sosial), 9). self awareness
(potensi untuk memahami suasana hati dan emosi serta dampaknya terhadap
orang lain), 10). readiness to delegate and authorize (menyadari bahwa delegasi
akan menghindari over-loading tanggungjawab, mengakui kenyataan bahwa
bawahan juga punya otoritas untuk membuat keputusan yang akan memotivasi

mereka), 11). articularly (artikulasi yang cukup untuk mengkomunikasikan visi kepada
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anggota organisasi dalam meningkatkan peran para anggota), 12) constancy/
reliability (menjadikan visi organisasi menjadi komponen budaya organisasi).
Karakteristik kepemimpinan strategis adalah: 1). visioner, misioner dan
strategis yakni memiliki, memahami dan mengkomunikasikan visi dan misi,
mampu merumuskan dan merealisasikan strategi serta memiliki pengetahuan,
terampil dan berwawasan luas, 2). berorientasi pada perubahan menunjukkan bahwa
pemimpin menyukai dan selalu terlibat dalam perubahan, memiliki tujuan dan arah
yang jelas, future-oriented dan suka menetapkan prioritas, 3). mampu membangun
relasi yang kuat tergambar dari selalu bertindak bijaksana, melibatkan bawahan
dalam mengembangkan ide, memberi kesempatan kepada bawahan untuk
membuat keputusan, selalu menyelesaikan tanggungjawab dengan segera dan
menmiliki jejaring sosial luas dengan berbagai pihak, 4). memiliki personal style
dan personal skills seperti proaktif, pengendalian emosi, bersemangat, peduli
terhadap bawahan, bekerja melampaui uang dan kekuasaan serta berani mengambil

resiko.

5.41.3. Kepemimpinan Taktikal

Kepemimpinan Taktikal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang
pejabat eselon Ill secara terpadu dalam merumuskan dan menetapkan program
organisasinya, dimana dia sendiri harus dapat berpikir dan melakukan penjabaran
misi eselon II, setingkat di atasnya dan visi dari pejabat eselon |, dua tingkat di
atasnya. Selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana bentuk pengelolaan
kepemimpina taktikal tersebut. Pada kajian selanjutnya akan ditelaah bentuk Aplikasi
Kepemimpinan Taktikal dalam merumuskan dan mengelola program.

Kebanyakan orang sulit untuk membedakan antara strategi dan taktik.
Perbedaan yang paling mudah antara keduanya adalah saat memutuskan apa yang

seharusnya dikerjakan, diputuskan sebuah stratgi. Sedangkan jika kita memutuskan
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bagaimana untuk mengerjakan sesuatu, itulah yang disebut taktik. Pada
kepemimpinan taktital bagaimana seseorang yang berada dalam tugas dan fungsinya
di jajaran instansi pemerintah, melalui kompetensi kepemimpinan taktikal dapat
mensinergikan kualitas karakter kepemimpinan dan kemampuan manajemen
stratejik, manajerial serta pemberdayaan secara padu dalam merumuskan dan

menetapkan program organisasi serta memimpin pelaksanaannya (Sitanggang,

tanpa tahun).

2.1.4. Kepemimpinan Operasional

Kepemimpinan operasional akan menuntut seorang pemimpin yang mampu
berkomunikasi secara emosional, strategis, dan taktis. Pola komunikasi ini akan
dirasakan oleh komunitas sebagai kehangatan yag sekaligus mencerdaskan
komunitas yang ada. Pola komunikasi kepemimpinan operasional akan melahirkan
pemimpin-pemimpin baru yang akan lebihcemerlang dikemudian hari. Karena
kepemimpinan oprasional selalu akan memberikan inspirasi bagi anggota komunitas
yang memiliki potensi pemimpin, (iimi, 2016).

Keberhasilan implementasi suatu strategi sangat tergantung dari kualitas
kepemimpinan dalam organisasi. John Kotter (1990) membedakan antara
manajemen dengan kepemimpinan. Manajemen adalah tentang bagaimana
mengatasi kompleksitas (kerumitan). Manajemen yang baik membawa kepada suatu
tingkat ketertiban dan konsistensi terhadap dimensi-dimensi kunci seperti kualitas
dan profitabilitas suatu produk, sedangkan kepemimpinan adalah tentang bagaimana
mengatasi perubahan.

Berbicara tentang kepemimpinan dalam organisasi, Pearce dan Robinson
(2005) dalam bukunya menjeiaskan bahwa kepemimpinan organisasi (organizationai
leadership) meliputi kegiatan dalam dua bidang. Perfama, adalah kepemimpinan

strategis (strategic leadership). Kegiatan ini adalah memandu organisasi yang
Hal | 20



berkaitan dengan perubahan yang terjadi terus-menerus, sehingga hal ini
mengharuskan para pimpinan dapat mengatasi perubahan, menjelaskan tujuan
strategis, membangun organisasi dan membentuk budaya mereka yang cocok
dengan peluang dan tantangan perubahan. Kedua, adalah kepemimpinan
operasional (operational leadership). Kegiatan ini adalah menyiapkan keterampilan
untuk mengatasi gejolak perubahan.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk “pelatihan® pada pada Peraturan
Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 212 ayat (1) dilakukan melalui jalur
pelatihan klasikal dan nonklasikal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk
pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses
pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar,
kursus, dan penataran, sedangkan pengembangan kompetensi dalam bentuk
pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang
melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan
pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

Pengembangan kompetensi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 Pasal 213, dapat dilaksanakan secara:

1) mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk
melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; atau

3) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pelatihan terdapat 3 (tiga) pola yang lazim
diselenggarakan di daerah, diantaranya:
1) Pola Penyertaan, adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi lain

dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi yang biaya pelaksanaan

pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim.
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2) Pola Fasilitasi, yaitu pelathan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Badan
Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan instansi lain dan atau instansi vertikal
sebagai fasilitator.
3) Pola Swakelola, adalah pelatihan yang dilaksanakan Badan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pekerjaan,
pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya oleh pemerintah
kabupaten/kota.
2.2. Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan
2.2.1. Pengukuran Efektivitas Penyeienggaraan Pelatihan

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya
suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian
efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah

tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya. Musanef dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia,

(1996) mengemukakan pendapatnya yaitu: “yang dimaksud efektif adalah dapat

diselesaikan tepat waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.
The Liang Gie, (2001) memberikan pengertian iain dalam bukunya Ensikiopedi
Administrasi:

u keadaan yang mengandung pengertian
efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau
seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang

memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan
i maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

akibat atau mempunyal
Adapun pendapat yang dikemukakan Sedarmayanti, (2001) dalam bukunya

ya Manusia dan Produktifitas Kerja mengenai pengertian

»Efectiveness-efektivitas: Suat
mengenai terjadinya sesuatu

yang berjudul Sumber Da

efektivitas yaitu:
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“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa

jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada

keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian
utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi
peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat”.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan
suatu ukuran yang menentukan seberapa jauh target yang telah tercapai baik dari
segi kuantitas, kualitas dan waktu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya dan menimbulkan dampak serta memberikan hasil yang maksimal bagi
organisasi.

Steers (1980) dalam Meitaningrum, Harjanto, & Siswidiyanto (2013)
menyatakan bahwa efektivitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh
dan memanfaatkan sumberdaya yang berharga dengan sepandai mungkin dalam
mengajar tujuan operasional. Devi dan Shaik (2012) mendefinisikan efektivitas
sebagai kemampuan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.

Efektivitas pelatihan dan pengembangan bisa diukur dengan rata-rata waktu
yang dibutuhkan untuk mendiagnosa masalah, tingkat keberhasilan instruktur
pelatihan, keseiuruhan produktivitas karyawan/instansi, ROl (Retum on Investment),
dan kepuasan pelanggan atau peserta pelatihan. Dari berbagai pengertian diatas,
efektivitas bisa diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang
direncanakan dengan tepat. Dengan demikian, efektivitas pelatihan merupakan
kemampuan perusahaan maupun instansi untuk mencapai tujuan pelatihan yang
direncanakan dengan tepat.Efektivitas pelatihan bias diukur dengan melakukan
evaluasi pelatihan.

2.2.2. Faktor dalam Pengukuran Penyelenggaraan Pelatihan

Ivancevich (2010), ada 3 (tiga) kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi

pelatihan, diantaranya adalah internal, ekternal dan reaksi peserta pelatihan. Evaluasi

internal merupakan evaluasi yang berhubungan langsung dengan konten pelatihan,
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sebagai contoh apakah peserta pelatihan mampu mempelajari materi yang
terangkum dalam pelatihan.

Evaluasi eksternal lebih berkaitan pada tujuan program pelatihan, sebagai
contoh meningkatkan efektivitas pegawai, dalam krteria ekternal ini termasuk
penilaian kinerja karyawan, tingkat pembelajaran yang disalurkan dalam pelatihan di
tempat kerja karyawan, peningkatan produktivitas dan penurunan perputaran
karyawan, dan yang ketiga, reaksi peserta pelatihan merupakan apa yang dirasakan

peserta pelatihan terhadap pelatihan yang dilakukan.yang muncul dari setiap individu

untuk mencapai tujuan.

2.2.3. Jenis Pengukuran Efektivitas Penyelenggaraan Peiatihan

Upaya untuk mengetahui efektivitas pelatihan, maka diperlukan evaluasi
pelatihan. Pelatihan yang efektif adalah pelatihan yang mampu menjadi solusi yang
tepat bagi permasalahan organisasi. Pada umumnya ukuran yang dapat digunakan
dalam menilai suatu pelatihan adalah tujuan masing-masing program pelatihan yang
diakukan. Hal tersebut dikarenakan pelatihan memakan waktu dan biaya, maka
evaluasi pelaksanaannya harus dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelatihan.
Namun, selain outcome dari program pelatihan.

Menurut Kirk Patrick, (1998) dalam Mathis & Jackson, (2006) ada beberapa hal
penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam mengevalusi pelatihan, diantaranya
adalah:

1. Reaction (Reaksi), evaluasi pelatihan ditingkat ini mengukur sejauh mana reaksi
peserta terhadap pelatihan yang dijalani. Dalam tahap ini, kepuasan peserta
pelatihan diukur berdasarkan persepsi dan apa yang dirasakan peserta terkait
dengan pelatihan secara keseluruhan, terhadap instruktur pelatinan, materi,
lingkungan pelatihan, fasilitas, dan lain sebagainya. Untuk mengevaluasi reaksi

peserta, biasanya diberikan kuesioner setiap berakhirnya pelatihan. Menurut
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Mohamed & Alias (2012), untuk mengukur reaks| peserta pelatihan pelatihan ada
4 indikator yang periu diperhatikan,yaitu:

a. Course Structure (Struktur materi pelatihan), pelatihan harus memiliki tujuan
yang jelas, untuk itu materi pelatihan harus disesualkan dengan tujuan,
sesuai dengan kebutuhan dan perlu dikomunikasikan dengan jelas.

b. Leaming initiatives (Inisiatif pembelajaran), inisiatif pembelajaran disini
merupakan kemampuan pelatih untuk menyiapkan proses dan metode
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Inisiatif
pembelajaran akan mampu memberikan kemudahan peserta pelatihan
untuk menerima materi pelatihan.

c. General Admnistration (Administrasi umum), administrasi umum ini meliputi
penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan
proses pelatihan.

d. Overall Assessment (Penilaian secara keseluruhan), penilaian secara
keseluruhan ini menilai kepuasan peserta pelatihan secara keseluruhan
tehadap proses pelatihan yang dijalani.

2. Leaming (Pembelajaran), yaitu untuk mengevaluasi seberapa jauh peserta
menguasai konsep-konsep, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan
selama pelatihan. Untuk mengetahui tingkat pembelajaran pada peserta
pelatihan, ujian pelatihan diberikan sesaat sebelum dan sesudah di lakukan
program pelatihan untuk dibandingkan hasilnya.

3. Behaviour (Perilaku), dalam tahap Ini, perilaku peserta dibandingkan dari
sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan guna mengetahui tingkat pengaruh
pelatihan terhadap perubahan performasi atau kinerja peserta pelatihan. Hal ini
penting karena tujuan dari pelatihan adalah untuk mengubah perilaku peserta

pelatihan agar sesuai dengan harapan perusahaan. Untuk mengukur perilaku
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peserta pelatihan, biasanya diadakan evaluasi yang diberikan epada supervisor
masing-masing peserta pelatihan dengan cara membandingkan perilaku
sebelum dan sesudah pelatihan.

4. Result (Hasil), yaitu menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau
organisasi secara keseluruhan. Untuk mengevaluasi hasil pelatihan secara
keseluruhan bisa dilakukan dengan cara membandingkan data-data tentang
produktivitas, perputaran karyawan, kualitas, waktu, kepuasan konsumen dan
lain sebagainya.

Artikel yang diterbitkan oleh AQTF Australia (2007), kualitas pelatihan bisa
dinilai dari 5 (lima) komponen, yaitu: (1). kualitas instruktur, yaitu kompetensi dan
efektivitas instruktur dan pelatih, (2). kepuasan secara keseluruhan, yaitu kepuasan
secara keseluruhan tentang pendidikan dan pelatihan, (3). penilaian yang efexktif,
yaitu ketepatan dan efektivitas pelatihan, (4). harapan Kejelasan, yaitu kejelasan
dari pelatihan dan pendekatannya, dan (5). stimulasi pembelajaran, yaitu sejauh
mana pelatih merangsang peserta untuk belajar.

Hasil meta anaiisis tentang efektivitas pelatihan dilakukan oleh Arthur, Bennett,
Edenz, dan Bell (2003) membuktikan bahwa metode pelatihan yang digunakan,
karakteristik keterampilan atau tugas instruktur, dan pilihan kriteria evaluasi pelatihan

berkaitan erat dengan efektivitas pelatihan, sedangkan metode pelatihan dan kualitas

insruktur merupakan bagian dari kualiatas pelatihan. Oleh karenanya, bisa dikatakan

bahwa kualitas pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas pelatihan.

Alvarez et al., (2004) dalam Mohamed & Alias (2012) dalam studinya tentang

“Evaluating the Effectiveness of a Training Program Using the Four Level Kirkpatrick

Model in the Banking Sector in Malaysia", efektivitas pelatihan berfokus pada sistem

pembelajaran secara keseluruhan sehingga memberikan pandangan makro hasil

pelatihan. Mohamed & Alias melakukan evaluasi pelatihan karyawan Bank di
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Malaysia dengan menggunakan model evaluasi empat level Kirk Patrick, peserta
pelatihan merasa puas terhadap pelatihan yang dijalani dan memotivasi mereka
untuk belajar. Penelitian juga menunjukkan bahwa peserta pelatihan mengalami
peningkatan pengetahuan dan mampu menerapkannya pada pekerjaan mereka.

Menurut Chen, Phyra, & Keomony (2006) dalam jurnalnya yang berjudul
Exploring Potential Factors Leading To Effective Training : An Exclusive Study On
Commercial Bank In Cambodia yang meneliti efektivitas pelatihan terhadap karyawan
di 5 bank di kamboja menunjukkan bahwa terdapat enam faktor yang memiliki peran
penting dalam efektivitas pelatihan, diantaranya adalah fraining need assessment,
training program, flexibility of training, self-efficacy, social support, dan transfer of
knowledge. Sebagaimana yang dikemukakan diatas, dukungan yang efektif menurut
AQTF (2007) masuk dalam dimensi kondisi lingkungan pelatihan, selain itu program
pelatihan termasuk dalam dimensi kualitas pelatihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Latif F. K (2012) dalam jurnlanya yang berjudul
An integrated model of training effectiveness and satisfaction with employee
s menguji efektivitas pelatihan terhadap 500 peserta

development intervention

pelatihan indutrial dan komersial, hasilnya menunjukkan ada empat faktor yang

menjadi kontingen ke pelatihan yang efekdif, yaitu: kepuasan dengan sesi latihan,

kepuasan terhadap konten pelatihan, kepuasan terhadap pelatih, dan transfer

pembelajaran. Keempat faktor tersebut sesuai dengan AQTF (2007) merupakan

dimensi kualitas pelatihan.
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BAB il
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Mixed Methods Research.
Mixed Methods Research adalah suatu desain pengkajian yang didasari asumsi
filosofis sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam
menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpuian data dan menganalisis
data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase
proses pengkajian. Sebagai sebuah metoda, mixed methods research berfokus pada
pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data
kualitatif. Premis sentral yang dijadikan dasar mixed methods research adalah
menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil
pengkajian yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu .
pendekatan saja (misalnya dengan pendekatan kuantitatif saja atau dengan
pendekatan kualitatif saja).
3.2. Lokasi dan Batasan Penelitian

Lokasi Kajian Pengaruh Penyelenggaraan Pelatihan terhadap Efektivitas dan
Efisiensi Anggaran di Kabupaten Balangan. Batasan dalam penelitian adalah
disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:
a. Pendataan PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan.
b. Analisis anggaran pelatihan yang dilaksanakan dengan pola penyertaan dan

pola fasilitasi.

c. Analisis kelayakan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan dengan pola

penyertaan dan pola fasilitasi terhadap efesiensi dan efektivitas anggaran

pelatihan.
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3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian Kajian Pengaruh Penyelenggaraan Pelatihan
terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran di Kabupaten Balangan adalah seluruh
pegawai berstatus aktif yang telah mengikuti dan lulus dalam kegiatan pelatihan
dalam berbagai tingkatan pada SKPD pemerintah daerah di Kabupaten Balangan.
Teknik pengambilan sampel ditentukan secara purposive sampling kepada

penyelenggara (BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan), pejabat pengusul, dan peserta

Kabupaten Balangan.

Tabel 4. Sampel Penelltlan

N;o‘_‘ﬂ '_'- B e O : Jems Sampel ::" _ ;::l:ehl
A Penyelenggara ‘ 12

1 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan 4

2 Pemerintah Kabupaten Tabalong 4

3 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4

B Peserta Diklatpim 634

1 Pejabat Pengusul 1

2 Peserta Diklatpim 320

3 Staf/Penilai Peserta Diklatpim 313
JUMLAH 646

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian tentang Kajian Pengaruh Penyelenggaraan Pelatihan
terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran di Kabupaten Balangan. Operasional
variabel penelitian tersusun atas atas 3 (tiga) sasaran utama, variabel, dan indikator
dalam rangka menjawab sasaran dan tujuan penelitian, sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Operasional Variabel Penelitian

No.'| *. Variabel . Ly Indlkator *J;--*}' Skala :|"  Sumber Data
AR £} L Data‘
A Kebutuhan Biaya Kggnatan (Pola Fasnllta5| dan Penyertaanl

1 | Peserta [ Jumlah Peserta (Latpim 11, 111, IV) Rasio | Survei Kuisioner/

(Rp/Org/Latpim) | (Rp/Org/Keg) Wawancara
Jumlah Biaya Pelatihan (Latpim I, Rasio | Survei Kuisioner/

11, IV) (Rp/Org/Keg) Wawancara
Jumlah Biaya Uang Harian Rasio | Survei Kuisioner/

(Lumpsum) (Latpim II, 1, IV) Wawancara

(Rp/Org/Keg)
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No:.|  Variabel: - | .. ‘- lindikator- = ... 7] Skala’]  SumberData -
SRSt RS TR o AR L L RN AR & Dty A
Jumlah Biaya Transport Lokal Rasio | Survei Kuisioner/
Peserta (Latpim Il IlI, 1V) Wawancara
(Rp/Org/Keg)
2 | Honorarium a. Penyelenggara Latpim II, lll, IV Rasio | Survei Kuisioner/
(Rp/Keg/Latpim) | (Penanggungjawab, Ketua dan Wawancara
Anggota) (Jumlah/Keg/Latpim)
b. Tenaga Akademis Latpim II, lll,
V)
Honorareorium Penceramah (Jumlah | Rasio | Survei Kuisioner/
Org/Jam) Wawancara
Honorarorium Pengajar/Pengampu Rasio | Survei Kuisioner/
Materi (Jumlah Org/Jam) Wawancara
Honorarorium Pembimbing Rasio | Survei Kuisioner/
(Coach/Mentor) (Jumlah Org/Jam) Wawancara
c. Penguiji, Instruktuktur, Tenaga
Kesehatan Latpim I, Ill, IV
Honorarorium Penguji Seminar Rasio | Survei Kuisioner/
(Jumlah Org/Keg) Wawancara
Honorarorium Instruktur (Jumiah Rasio | Survei Kuisioner/
Org/Keg) Wawancara
Honorarorium Tenaga Kesehatan Rasio | Survei Kuisioner/
{(Jumiah Org/Keg) Wawancara
3 | Lain-Lain¥) Biaya Sewa Tempat Latpim II, Ill, IV | Rasio | Survei Kuisioner/
(Rp/Keg) Wawancara
Biaya Keamanan dan Kebersinan Rasio | Survei Kuisiorner/
(Jumlah Org/Keg) Wawancara
Biaya Kesekretariatan Rasio | Survei Kuisioner/
(Jumlah Org/Keg) Wawancara
Biaya Catering/Akomodasi (Jumlah | Rasio | Survei Kuisioner/
Org/Keg) Wawancara
Biaya ATK (Rp/Keg) Rasio | Survei Kuisioner/
Wawancara
4 | Bancmarking Peserta/Pendamping/Widyaiswara Rasio | Survei Kuisioner/
(Jumlah Peserta/Pendamping/ Wawancara
Rp/Keg)
B | Efektivitas dan Efisiensi Anggaran (Pola Fasilitasi dan Penyertaan) ;
1 | Perencanaan Kurikulum Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Tingkat kebutuhan SKPD (Jenjang | Ordinal | Survei Kuisioner/
Karir Jabatan) Wawancara
Fasilitas (Ketersediaan Ordinal | Survei Kuisioner/
Infrastruktur) Wawancara
Tenaga Akademik (Org/Jam) Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Beban Biaya Mandiri Peserta Ordinal | Survei Kuisioner/
(Rp/Org/Keg) Wawancara
2 | Pelaksanaan Tenaga akademik Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Media Pembelajaran Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Metode Pembelajaran Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Struktur Pembelajaran Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
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No..| - Variabel . | = ¢ . Indikator-« < . | Skala |:Sumber Data
67 R POICTHR TS AR i) i A T o gt b A Data s '.u, R IRERY
Inisiatif belajar Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Standar Penilaian Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Ekspektasi kejelasan Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Stimulasi Belajar Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Sumberdaya Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Dukungan yang Efektif Ordinal | Survei Kuisioner/
S S— e Wawancara
3 | Evaluasi Pre Test dan Pos Test Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara
Kepuasan Peserta Ordinal | Survei Kuisioner/
Wawancara

*). Dilaksanakan dengan pola fasilitasi
3.5. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini di peroleh dari instansi
penyelenggara, pejabat pengusul dan peserta pelatihan di Kabupaten Balangan.
3.6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey menggunakan instrumen
kuisioner dan atau pedoman wawancara kepada penyelenggara, pejabat pengusul
dan peserta pelatihan di Kabupaten Balangan.
3.7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif
yang disajikan dalam bentuk tabulasi serta kutipan wawancara ahli untuk menjawab
sasaran penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam rangka menjawab
tujuan masing-masing penelitian, diuraikan sebagai berikut:
1) Kebutuhan dan Efisiensi Biaya Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dengan
Pola Fasilitasi maupun Pola Penyertaan, dianalisis berdasarkan Lampiran
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 2 Tahun 2017 tentang

Rincian Biaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, I, I,
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2)

IV, Pra Jabatan Calon PNS Golongan iii, ii, dan i serta Pra Jabatan PNS
Golongan |1l yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/ atau 2.

Efektivitas Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dengan
Pola Fasilitasi maupun Poia Penyertaan, dianalisis menggunakan Skaia Likert
dengan rentang skor 1-4 dan telah diuji validitasnya, dengan indeks

menggunakan standar penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun

2018 sebagai berikut:

Sangat Memuaskan : 90,01 - 100

Memuaskan 1 80,01 -90,00

Cukup Memuaskan : 70,01 - 80,00

Kurang Memuaskan : 60,01 — 70,00
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